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BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 1028, 2021

KEMEN-KP. ORTA. Unit Pelaksana Teknis.
Pengelolaan Ruang Laut. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 65/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan
kawasan konservasi, perlu dilakukan penataan
organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan
Konservasi Perairan Nasional sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana
Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional telah
mendapatkan  persetujuan  tertulis dari  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/717/M.KT.01/2021, tanggal 30 Juli 2021, hal
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
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Mengingat : 1.

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pengelolaan Ruang Laut;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1686);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 65/PERMEN-KP/2020
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TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1686)

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan = perlindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi
perairan sesuai dengan ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Kawasan

Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana,
program, dan anggaran, serta pelaporan;

b. pelaksanaan  perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan ekosistem, habitat sumber daya ikan,
dan/atau situs budaya tradisional,

c. pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang
konservasi sumber daya ikan;

d. pengelolaan sistem, data, dan informasi; dan

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
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Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan

perundang-undangan yang merupakan  peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan = Nomor  65/PERMEN-KP/2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1686), dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut;
dan

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi
Perairan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan  atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi
Perairan Nasional,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



2021, No. 1028

3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2021...

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO





